
BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANDAERAHKABUPATENBONDOWOSO
N.OMOR b TAHllN. 20.2.3.

TENTANG
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2024

DENGAN. RAHMA't 'tUHAN YA_NG MA_HA ESA_

BUPATIBONDOWOSO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undana-Undana, Nomor 23 Tahun 2014 tentanz~ ~ ~
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah
bersama DPRD pada tanggal8 bulan September tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wllayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pemberitukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkurigan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomoi 13 Tahtrn 7u22 ten tan g'
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N-(J1l1U1 68{) 1,;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20t4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beb-ernpa kali, terakhir dengan Un~J:5lJn--d:a.."'):g N~& 6-
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

R Undang-Undang N·e-m-rn-6~Tab-un 2023- tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor
6J36.S~~

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor
45Q2J- sebagaimana telah. diubah. dengan Peraturan.
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11.Peraturan ...
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11. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2U23 r..[omor 0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
20TT tentang Hak Keuangan dan Administrastif" Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negera Repulik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perigelulaan Keaangan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia- Tahurr 2fH8- Nomor 33,' sebagainrcula'
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
t;.~)_t
VV},

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1-6.Peraturan. Menteri- Dalam- Negeri Nemer. 10· Tahun 2OJ..9·
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelo1aan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah,_ Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21.Peraturan ...
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21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk
Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Sed EJ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011
Nomor 9" Serf E]:

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019
Nornor 1, Tarrrbahan Lerrrbararr Daerah Kabtrpaterr
Bondowoso Nomor 29), sebagaimana diu bah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Merrerrgah Daeralr (RFnMf)}~ Kabupaterr BuTIciuwus()' Tahtrrr
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 42);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso ten tang
Pembentukan Dana Cadangan Untule Pemilihan Btlpati~dan-
Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021
Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2023 ten tang. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor
53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBONDOWOSO

dan
BUPATIBONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2024.

Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang.dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Anggaran ....
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4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bondowoso

Pasal2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Bondowoso Tahun
Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.160.302.899.255,00 terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.974.841.096.103,00

b. Belanja Daerah Rp. 2.160.302.899.255,00

Defisit Rp.185.461.803.152,_00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 185.461.803.152,00

2. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp.185.461.803.152,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp, 0,00

Pasal3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp. 1.974.841.096.103,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh
empat miliar delapari ratus empat puluh satu juta sembilan puluh
enam ribu seratus tiga rupiah) yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.680.185.233,00 (dua
ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta
seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga
rupiahs, vang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)_Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)_ huruf a
direncanakan sebesar Rp. 53.017.001.360,00 (Lima puluh tiga
miliar tujuh belas juta seribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 27.963.415.910,00 (dua puluh tujuh
miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima
belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

(4) Hasil ....
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(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 178.699.767.963,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar
enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam
puluh tujuh ribu sembilan ratus enampuluh tiga rupiah).

Pasal5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.668.471.510.870,00 (satu
triliun.enam ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh
puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh
puluh rupiahs;yang_terdiri atas:
(a) Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
(b)Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.545.882.029.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh
lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua puluh
sembilan ribu rupiah) .

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.589.481.870,00
(seratus dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh
sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan
ratus tujuhpuluh rupiah).

Pasal6
(I) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp. 41.689.400.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus
delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(3l Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1-"huruf b

direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.689.400.000,00 (empat
ptdtdt sato: miiiar ertam ru:tas deiapart ptdtdt sembilari jam empat:
ratus ribu rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp. 2.160.302.899.255,.00 idua triliun seratus enam puluh
miliar tiga ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ....
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a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal8
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf a direncanakan sebesat Rp. 1.660.772.945.975,00
(satu triliun enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus tujuh
puiuh. dua ]uta sembilan ratus empat puluh. lima ribu. sembilari
ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
c. Belanja subsidi;
d. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 923.488.380.515,00 (sembilan ratus
dua puiuh. tiqa miliar empai: rutue delapart putah delapart juta:
tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 608.488.557.955,00 (enam
ratus delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta
li-",;u Tutus liflLa ptduit tujah riba sembiiatt ratus: l~illLaptdtdt li,ncc
rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dircncanakan- sebesar Rp. 1.eHe~.€lee,.,ee{}, ee~ (-sa1:u- miliar
rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 125.682.007.505,00 (seratus dua
puluh lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ribu

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.114.000.000,00 (dua miliar
seratus empat belas juta rupiah).

Pasal9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b direncanakan sebesar Rp. 171.154.976.051,00 (seratus
tujuh puluh satu triliuri seratus lima puluh empat juta sembilan
ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri
atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(~3)__Belanja ....
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(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
56.956.945.026,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus lima
puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua
puluh enam rupiah).

(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 71.377.581.200,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh
puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus
rupiahs,

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 34.767.527.225,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus
enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus
dua puluii lima rupiah].

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.692.922.600,00
(tujuh miliar enam ratue sembilan puluh dua juta sembilan ratus
dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

til Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1)'
huruf f direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus
enam puluh juta rupiahs,

Pasall0
Anggaran belarrja liJct.k- lclJa!:)d sebagaimarra J.i:111iU\..~ud dalarn
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima
miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11
(1~.Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 322.874.977.229 (tiga
ratus dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta
sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 7.431.475.529,00 (tu)uh miliar empat
ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima
ratus dua puluh sembilan rupiah}.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 315.443.501.700,00 (tiga
ratus lima belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima
ratus satu ribu tu)uh ratus rupiah)

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp. 185.461.803.152,00 (seratus delapan puluh lima miliar
empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu seratus
lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13 ....
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Pasal13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.
185.461.803.152,00 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus
enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu seratus lima puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran
sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturarr perundang- undangan,
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 155.461.803.152,00 (seratus lima puluh lima miliar
empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu
seratus lima puluh dua rupiah),

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah).

(4),Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat '(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.O,OO(nol rupiah).

(6)' Penerimaan kernbali pernberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.O,OO
(nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,.00 inol rupiahs; yang
terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Perrrberiarr pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran

belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp. 185.461.803.152,00 (seratus delapan puluh lima
miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu
seratus lima puluh dua rupiahs.

(2)Pembiayaan ...
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(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direneanakan
sebesar sebesar Rp. 185.461.803.152,00 (seratus delapan
puluh Iima miliar empat ratus enam puluh. satu juta delapari
ratus tiga ribu seratus limapuluh dua rupiah)

Pasal16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya darr/atau pengeluaran melebihi pagu
yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2024,
dengan tata eara sesuai dengan eara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Beneana alam, beneana non-alam, beneana sosial

darr/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danfatau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang, bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah
Pemerintah Daerah

yang berada diluar kendali
dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; darr/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah danfatau masyarakat.

PasaI17 ....
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Pasal17
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:
1. Lampiran I

2. Lampiran n

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Ringkasan APED yang- Diklasifikasi Mentrrtrt
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran; __

3. Lampiran III

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lrunpirarr VI Rekapitulasi Belanja Unrl1k Perrremrhan SPtvf;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan

Rancangan APBD;
8. LampiranVIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
.Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi

Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIIIDaftarPerkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah daIr Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIVDaftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVIDaftar Pinjarnan Daerah.

Pasal18
Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal19 ....
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Pasal19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Bondowoso dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal ;tl txsember ~O,l.a

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal Ol.~ D<ltClmbcrf 9l.0.t~

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO"

HAERIYAH YULIATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ;to;t~ NOMOR b

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 242-7/2023
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Pasal19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan penzundanzan
Peraturan Bupati Bondowoso dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal ~:J.. DQ:s~mbtZr 01.0.2.3

~BAM ANGSOEKWANTO

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal .;t~ PtZt~mba:r .lO1.3

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO_,

it-HAERIY AH YULIA TI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN olO;t~ NOMOR G

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 242-7/2023


